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PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATENM MERANGIN
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NOMOR : 37 TAHUN 2001

TEMNMNTANG

BARRAT I ZIN TEMPAT USaHAa (SITuU)D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI MERANCGIN,

bahwa burdasarkan Undang-undang  Nomor : 22 Tahun
19299 Lonbanyg Pemer inlaly Dacraly, dipandang pern lu
unlbukh  wmeninjau Kembali Ltentang Pemberian Surat
Icin Tempat Usaha (SITU) dan tarif izin tempat

usaha

bahwa masa 2 (dua) tahun untuk berlakunya Surat
Iein Tewpat Usaha (S11U) serta tarif izin tempat
usaha  Lerssoul perlu disesuaikan dengan situasi
dan kondisi sekarang ;

bahwa dipandang  perlu untuk mengubah masa
berlakunya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari 2
(dua) tahun menjadi 5 (lima) tahun serta
mengtapkan tarif 1zin tempat usaha dan wajib
melegalisir Surat Izin Tempat Usaha (S5ITU) nya
setiap tahun ;

bahwa dalam menghadapli Otonomi Daerah dipandang
perlu menyusun Rancanyan Peraturan Daerah Surat
Tein Tewpal Usaha (SITU) dan taril izin tempal

usaha

Undang -~ undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daarah Tinghat II Sarolangun Bangko
dan Daciah "Jingkal 11 Tanjung Jabung (Lembaran
Negara  Tahun 1965 Nomor 56) dengan mengubah
Unidarng-undany Nomotr 12 Talwun 1956 tenLang
pembentukan Dacrah Olonowm Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor

h)
25)

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokouk-
pokok repegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republil ITndunesia Nomoir 3041) sebagaimana Lelah
diuball dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8691,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
3890) ; :

~ :
Keputusan Menteri D&alai Negeri dan Mentari
Perdagangan Nomor 5& Tahun 1975 Tentanyg Ketentuan
Rewenangan Dalam Member ikan Izin Tempat Usaha dan
Yoaha Perdagangan ; -

- .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedomeii Tate Cara Pemungutan
Rebs tbusl Duecah

il

‘ 5. Undang......



Undang ~ undang Nomot 18 Tanhun 1997 tentang Pajak
Daerain  dan Rekribusi  Daervah (Lembaran Negara
Republik Indunesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubali dengan Undang- undeang Nomor 34 Tahun 2000
(Lemoaran Negara Republik Indenesia Tahun 2000
Nomotr  24&, Tambaihan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048) ;

w

&. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahgn
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis = Jjenis
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

7. Reputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 147 Tahun
1998 Lentang Komponen Tarif Retribusi ;
Undanrng ~ undang MNomor 22  Tahun 1999 tentang
Pemarintah  Daerah (Lembaran' Negara Tahun 1999
Nomor &0, Tambagahan Lembararn, Negara Nomor 3839);

7. Undanyg - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan AnLara Pemerintah Pusat dan
Daerah {(Lembaran Negara Tahun 1999) ;

10. Undang - undang Momor 54 Tahun 1999 tentany
Pembentukan Kabupatern Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Rabupaten Muaro Jambi dan  Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lemuaran Negara Tahun 1999 Nomor
182, Tawisaletn Lembaran Negaira Nomor 3%903)

-

Dangan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

Menetapkan : KETENTUAK SURAT IZIN TEMPAT USAHA (81TU).
BAB I.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 «

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

N

«. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

o. Pemerintah adalah Pemarintah Kabupaten Merangin.
vo DFRD adalahr DPRD Kabupalen Met angin.

d. Bupali adalah Bupali Kabapsben Merangin.

o Dinas Plidapatan Dacral,  adalali Dinas Pendapa teari

. " . . A ., o 4 -—m ¥
Rkt et NGt L Mar angin.

i . Baylai Taca Femer inlbalbian adalah Bagian Tala

Pemerintaian Sekretariat Daesrah Kabupaten Merangin.
>

g. Surat Icin Tempat Usahs yang selanjutnya disingkat
dongan SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha vyang
dikeluarkan oleh Bupall untuk ‘mendirikan atau
menggunakan teampat~tempat usahs Perdagangan,
Industri dan Jasa. - ‘

h. Usaha .........




i, Usaha adalaih setiap Kegiatan perseorangan / badan
hukuim  yaiyg  menggunakan mekanikal  dan keahlian
diengain menghasilkan oarang dan jasa untuk memenuhi -
hebululiun KON Uz dengen Lujuan mempetroleh
keuntungar.

L. Pengusahla  adalah Orang atau Badan iHukum yang
mengatur  organisasi modal  dai tenaga kerja dalam
suatu usaha.

J. Neiusahaan adalaly suatu Gadan hukum vang dikelola
olch porseorangan maupun  Kelompok yang bergerak
dalam oidang perindustrian, pardagangan, Jjasa dan
usahea-usaha lainnya.

K. Upaya pengelolaan lingkungan yang selanjutnya
disebut UKL adalah semacarm dokumen yang mengatur
tentang pedoman pelaksanaar kegiatan pengelolaan
Lingkungan hidup di sekilar lokasi kcgiatan,

1. Upaya pemantauzn linghungan vang selanjutnya
disebut UFPL adalah tindak lanjut dari pengelolaan
lingkungarn yaltu pemantauan lingkungan oleh

Instansi terkait tarhacdap lingkungan hidup maupun
masyararat sekitar lokasi kegiatan.

i, Usaha kécilYadalah usaha yang bergerak dalam bidanyg
perindust lan, perdegancan dan J4sa yand memiliki

Moalal - O TR 4., 400.006.000, 00
Fuce. Loangunan O CTRE TS P L

[Cnaga Ker ja D0 3w O ourang.

Poralatan Do Manuul .

.o Usaha menangahVadalah  usahe yang bergerak dalamn
bldany pot bndustrian, Rl daganuan  dan jasa yang
memlliki d

Modeal : Rp. 400.000.000,00 s.d.
Rp. EO0.000.00S,OO.
- Luas Bangunan : & M© s.g. 12 M=.
- Tenaga Kerja : 4 orang 3.d. 10 orang.
’ - Peralatan : Semi Otomatis.

Usaha Besarbgdalah usaha yarng bergerak dalam bidang
perindustrian, perdagangan dan jasa yang memiliki -

C

Fiodal 5 R QO0.000.000.00 ke atas.
Luay Bangunan @ 12 M<.
Tenaga Kerja : 11 orang ke atas.
Peiralatan . : Otomatis.
BAB 1I
PERIZINAN *
Pasal 2 - .
(1) sztiap orang / badan hukum dilarang melakukan

kegiatan usalia dafﬁm wilayah Kabupaten Merangin,
tanpa seizin dari Bupati.
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(2) Bagyi usaha/parusahaan varg telah berdiri, tetapi
belum wewiliki Surat Izin Teapat Usaha, diwajibkan
untuk  menguirus  dan memilik.  Sural Izin Tempat ¢
Usalia. CT

Pasal 3 -
Dalam  hal pioses pangurusain peritinan harus dilakukan

oleh  yang bersangkutan/pengusaha kecuali ada bukti
turtulls didtas segel atau waterai untuk diwakilkan

Kepada orang lain.
Pasal 4 .

Vaig  disebul  Foerusahaan Ppadda pasal 1 sub h dapati

digolungkan sabagai borikul

4. Pecusahaan Industri.

Termauuk  didalamnya Galan  Pabrik-pabrik, Tukang
Jahiit, Pandai Emas/Tukany Emas, Tukang Patri,
Pandal Besi, SPBU dan usaha lainnya yang sejenis
dengan ilu;

g

b. Perusahaan Jasa.

Termasuk didalamnya adalah Bioskops Penginapan/
Hotel, Agen Angkutan/Travel Agency, Biro Perjalanan
Pemoorong, Asuransi Kerugian, Komisioner, Salon
Kecanlbikan, Bengkel-bengkel Reparasi/Pemeliharaan,
Biro Pengacara, Notaris, Praktek Dokter, Rental
Kaset VCD, Rental Komputer dan usaha sejenisnya
Yang termasuk dengan itu;

Lo Perusaliaan Perdagangan .

Termazuk  didalamnya adaloh perusahaan Pertokoan,
Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Virma (cv),
RKoperasi Unit Desg (KuUs), Waserda, sepanjang yang
bargerak dalam lapangan Bisnis, Perdagangan Hasil
Bumi, Resioran, Rumah Makan, Warung Kopi, Kedai -
kedal bahan makanan dan usaha lainnya yang sejenis
dengan itu ;

BAB III

KETENTUAN UNTUK MEMILIKI
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (S1TUL)

Pasal 5 .

; o
(1) Untuk mendapatkan Surat Tzin Tempat Usaha harus
memenuhl syarat - syarat “Fbagal berikub -

4. Mengajukan Permohorear. tertulis kepada Bupati Cq.
Y= Baylan Tala Flomer inbahe . -

-«
b. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan.

C. Rekumendasi... .. . ,
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-

C. Rekomendasi dari camal satempat.

d. Skel Lokasi yang diketahui oleh Cimat setempat. .

e. BuklLi Setoran Retribusi dan Pajiak Daerah Tahun
berjalan. :

f. Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tahur berjalan.

g. Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
yang masih berlaku.

. Pas  Photou ukuranm 3 X 4 cm sebanyak 2 (dua)
lambar .

1. Materai Rp. 6.000,~ sebanyak 1 (satu) lembar.

J. Akta liotaris/Badan Hukum bagi perusahaan yang-
berbadan hukum. -

K. Rekomendasi Dinas Resehatan bagl Usaha Toko
Obal.

1. Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Pardagangan
bagl Usaha Indusbri.

m. Rekomendasi Dinas Pariwisata bagi Usaha Per-

hotelan dan Penginap:an. -

n. Rekomendasi Kantor Peternakan bagil Usaha
Peternakan.

0. Rekomendasi PT. TELKOM bhagi Usaha Warung

Telekomunikasi .

p. Rekomendas i fT. PERTAMINA bagi Usaha Pompa
Cenmin alau SPBU.

4. UPL dan UKL bagi usaha yang menimbulkan dampak
lingkungan.

r. Khusus bagl Ingustiri Penggergajian Kayu harus
melamplirkan Surat Parjonjian Penyediaan Bahan
Baku/Rekomendasi dari Dinas Kehutanan.

Bagl Usaha Koper! asi harus melampirkan Anggaran
Dasar yang dikeluarikan oleh Kantor Departemen
Koperasi.

9]

L. Kesanggupan mamatutii segala ketentuan yang
tertulis dalam Surat I:in Tempat Usaha (81TU)
dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku s

{2) Semua Persyaratan vyang tertera pada Pasal 3 Ayat
(1) Keputusan ini ditelits Kebenarannya oleh Bagian
Tala Pemer intahan Sekrelarial Daerrah Merangin ;

Pasal 6 /. -

fengusaha  yang telah mendapat Tzin Tempat Usaha (817U)
dari Bupati seperti diatur Pasal (2) Ayat 1 Peraturan
Dadrah ini dapat melanjutkan penguruan Izin Usahanya
atau Izin lainnya %kepada Pejabat atau Instansi vyang
bersangkutan ;

Pasal & .........




s

_c')_
Pasal 7 7
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ditatapkan masa

bierlakunya selama S (lima) tahun. dan wajib melegalisif
Sutal Tampal Usahanya selidap  Latun pada Baglan tatba
Femer intahenr Setda Merangin,  dengan melampirkarn
pErsydratan sebagal berikut .-

“. Bukti setoran Restribusi dan pajak Daerah Tahun
ber jalan.

O. Bukli setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun
ber jalan. : )

C. Photo Copy Kartu Tanda Fenduduk ( KTP) pemohon vang
masih berlaku.

Pasal 8 IV

Fermohona Izin dapat ditolak karena alasan-alasan
SGbagal berikul - ,
. Apublla permohonan . Yidak memsnuhi persyaratan
- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (1) Paraturan Daerah ini;

Apabila bidang usaha yang dijalarkan dilarang menur-
Ut poeraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan.

C,‘

Lo fipabi la lohas i alau Le2mpat usahanya menur ul
peraturan dan perundang-~undangan yang berlaku tidak
diperbolehlan.

Pasal 9
Izin vyang dimaksud dalam Pasal 3 sebelum habis massx

berlakunya dapat ditarik kembali oleh Bupati karena
salah satu sebab dibawah ipi, vyaitu :

(7
Ay

[oH]

Apablla pemegang Izin ‘yang belum menyelenggarakan
usahanya dalam waktu é (enam) bulan terhitung sejak
dikeluarkannya\Surat Izin Tempat Usaha.

L Apablla pemegang Izin melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan dalam peraturan Daerah ini atas
pekarjaannya berkali-kali dihukum karena melanggar
pEracuran ini dan/atau peraturan perundang-undangan
iaiinnys, setelah yang bersangkutan diberi peringatan
dua kall secara tertulis. e

C.oApabila pemegang Izin tidak menjalankan suaty
putusan el instansi y4anyg  berwenanyg dalam S0al
rerselisihan parburuharn.

d. Apabila pemegsny Tzin Lidguak memenuihil ketenloan-
helenbluan dan eYaldl syda: . L yang Lerbuat dalam Izip
wlau e laiveanab. g G.alia yand bertenlangan dengan
Lein yang diber ikan.
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BAB IV
KETENTUAN BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN
SURAT IZIN TEMPAT USAHA
Pasal 100 7o
[

(i) Biaya Adwinizslrasi Paengurusan  Surat Izin Tempat
Usaha pada Bagian Tate Pemcrintahan Setda Merangir
seperti disebutkan pada Pusal 4 Ayat (1): Peraturan
Dagral inl dipungut pada tahun pertama pengeluaran
Surat Izinm Tempat Usaha (SITU) dan pada waktu
perpanjanygan setiap tahunnya.

(2) Ciaya Adwministrasi Pengurusan Surat Izin Tempat
Usaliu ditetapkan pertahun dengan perincian sebagai
berikut '
I. USAHA BESAR.

1. Remiling/Crymb Rubbe: .. ...Rp. 300.000, - ,
2. Incustri Minyak Kelaoa .....Rp. 300.000, -
3. Indust:i Limunade ....... '...Rp: 200.000,-
4. Industri Tepung Tapioka J...ffg;ZS0.000,-
5. Industri Pengolahan Kayu,...Rp. 300.000.~
&. Industri Paku ........... ...Rp. 100.000, -
7. Perusahaan Pertenunan ...... Rp. 125.0090, ~
8. Bank Swasta ................ Rp. 300.000, -
9. Komisi Agen/Dialsr :
- Sepesda Motor ............. Rp. 250.000, -
B o < 5 N . Rp. 300.000, -
10. Ekspor/Impor.........uu..... Rp. 200.000, -
11. Percetakan kelas 1 ..... ....Rp. 100.000, -
12. Pengecoran besi............. Rp. 200.000, -
3. Perusahaan Plywood/Triplek..Rp. 300.000, -
14. Industri plastik ........... Rp. 200.000, -
15. Pembuatan Bak Mobil/Rumah-
rumah Mobil Kelas I ........ Rp. 200.000, -
1é6. Toko swalayan :
= Kelas I ........... _....._. Rp. 200.000, ~
? = Kelaﬁ\II .................. Rp. 150.000,~
17. Bengkel Kendaraan Roda 4
(empat) Kelas I ............ Rp. 100.000, -
18. Industri Meubel /Rumal:
TaNGTa& v v v v i e e e Rp. 100.000, ~
17. Tuko Onderdil Mobii ........ Rp. 150.000, -
20. Tukang dan Jual Emas . ...... Rp. 150.000, ~
21. Restauran ...........u.uu.... Rp. 100.000, -
22. Toko dan service ~redio, TV,
Kulkas dan alat-alat
Elentronik lainnye .. ....... Rp. 100.000, -
22. Toko Kaszet Video, Kaszabt CD
dan Kasel VCD .............. Rp. 100.000, -
24 . PT . i e Rp. 150.000, -
25,0 CV . e Rp. 200.000, ~
26. Holel. i woimeoonnnomsetbonen ... Rp. 20C.000, -
27. Usaha lainnya yang belum
Ltaermasuk dalam usaha. besar
diatas ... . ... ... T Rp. 200.000, -

II. Usaha menengah.. ...
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II. USAHA MENENGAH.

Industri Batu/Bala/Genteng..Rp. 50.600, -

1.
2 Industri Roti .......-..cc-n.. Rp.. 60.400,~
3. Industri Genteng Press R ,
Bl ww cmisongsssss =onass s P 75.000, -
4 Induslii Penggllingasn Kopl..Rp. 75.000, -
5. Industri Penggilingan Padi..Rp., 40.000, -
&. Toko Besi dan Bahan R
BANMGUIIETT o v e v e e eae e onn e = Rp. 75.000,-
7. Toko Bahan Bargunan ....-... Rp. 75.0D00,-
5. Toko Perabot Rumabi Tanggd...Rp. 75.000,-
9. Toko Kelontonyg ......... 4...Rp. 50.090, -
10. Toko Manisan .......cceecueven Rp. 40.000,—
11. Toko Pecah Belah ........... Rp. 40.000,~
12. Toko Sepatu ......co.enaannn Rp. 60.00Q0,-
13. Toko Onderdil Motor ........ Rp. 60.040,~-
14. Toko Alat-alat Sport ....... Rp. 65.000,~
15. Toko Obat .....ccuieveeracne Rp. 50.0300,-
16. APOLik/Farmasi .......oee.ns Rp. 75.000,-
17. Tukang/Toko Sepeda ......... Rp. 40.000,-
18. Depot Obat ..... ... .cvuaan. Rp. 30.000,-
19. Tukang Jahit . .............. Rp. 50.000,-
20. Tohu Pahaldll ..o v oe e ananan Rp. 50.000,-
1. Praktek Dokter Specialis ...Rp. 75.000,-
22 praktek Dokter Umum ......-.. Rp. 6S;OOO,~
23. Praktek Dokter Gigi ........ Rp. 50€.000,-
24 . Rumah Makan ................ Rp. 50.000,-
25. Bengkel Las Karbit ......... Rp. 60.000,-
24 . Tukang Potong Hewan .......-. Rp. 50.000,-
27. Service Radio, TV dan _
KULRBS c o veeso e simn s s asa i...Rp. 50.000;-
28. Toko Jam . ...eieeiaaaan .---Rp. 30.000,-
25. Tukang/Bangsal Kayu ....:...Rp. 60.000,-
30. Toko Besi ....ce weene-- i...Rp. 75.000,-
31. Toko Kaca Mata/Ophikeal..i...Rp. 50.000,-
32. Kur=us Komputer ........ '3...Rp. 40.000, -

R

A E- Hatold
33. Agen Komiszsi pengangkutan::
)

3 = MObIl TIUK, 00 cme v o e 4 5.0 RPs 40.000, -
- Mubil Bus N ..........4-..Rp. 50.000,-
MLREOLEE 2 s e e o re o s aes s Rp. 30.000,-
i ledlosnl s we @ S E w site w eeie B Giwle Rp. 40.000, -
34. Toko Buku dan Alal Tulis ...Rp. 50.000,-
3S. Salon/Make Up «.aveo. ve...Rp. 40.000,~
36 . PHOLO COPY « v ieeeeneinaanss Rp. 46.000,~
37. Peternakan AYamM ........ec0- Rp. 40.000,-
38. Cucian Mobil ......iiceceeen Rp. 40.000,~-
39. Percetakan/Sablon .......... Rp. 40.000,-
40. Reparasi Bak Mobil ..... ....Rp. 75.000,-
41. Dagang Kareb ...........ce.n- Rp. 75.000,-
42. Gudang Karet ............... Rp. 75.000,-
47 . Toko 0li/Felumas .....cce.a- Rp. 40.000,-
44 . Usaha Menangah lalnnya yangd
balum termasuk daftar di?
abas .o s eeeeeneaaa.iaa-di-.Rp. 506.000,-
- III. Usaha kecil .........




A aH
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ITI. USAHA KECIL.

1. Touke Kerajinarm Tangan ...... Rp. 25.000,-
2. bunghel Mubor ........._:...Rp. 25.000,-
S. o Wait iy Rojl oo oL, --Rp: ., 25.000, -
d. Warunyg Sale ..., ... ... iig,ﬁp.] 25.000, -
5. Usaha Kecll vang ovelum B Ry

tearmasuk Jdi dalainnysa SN

daftar dialas (......... bisoRp. 25,000,

ST mig k. 3

(33 Bilamana diperlukan tarif pada ayat (2) pasal
ini dapat diadakan perubahan.. oleh Bupati
Medangan  dengan perseltujuan Déwan Perwakilan
Rakyal Daaial Kabupaten Merangin.. . i .°:

4
0 Tar T Tein Tempal Unalia vang dimaksud pada aval

ﬁ 2 pPdoul ini diseterkan oleh  pemohon  kepada

| Bagiain Tata Pemerintahan.

% BAB V

i

} KETENTUAN PEI_ANGGARAN

i

| Pasal 11 //

| (1) Bagi scLiap Orang/Badan: Hukum yvang akan
menyelenggarakan usaha perdagangan, industri dan
Jasa yang terdapat de&lamnm Kabupaten Merangin vang
Lidak memiliki atau sengaja melalaikan ketentuan
pengambilarn Suralb Izin Tempat Usaha setelah
mendapat teguran tertulis dari  Bupati masih
Lelap  Lidak maengurusnya, maka usahanya dapat
dilulugp.

(2) Bila pengusaha tidal welunasi Uang Jasa Daerah
selama 3 (Liga) Lwwlan  berlurut-turut dapat
mengakibatkan Sural Izin .Tempat Usaha (s1T7TW)

5 dapal Jdicabul dan usahaiya ditutup.

Pasal 12

Sural Izin Tempal Usaha (SITU) berlaku hanya unbuk 1
(satu) tempal usaha unbtuk masing-masing perusahaan.

BAB VI é
KETENTUAN PIDAHA E
| Pasal 1% j
(1) Wajib Relribusi Y g : tidak melaksanakan

RewdsJlbannya schingya werugikan Keuangan Daerah
diancem Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga)
Culan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000, 00
(uw juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak Pidana sebogaimana  dimaksud ayat (1)
pasal inl adalah pPManggaran.

N
r3
el

BAB VII .....
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(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
i member’ tahukan dimulainya penyidikan dan

penyampaian hasil penyidikamn kepada penuntut umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara
pidana ; - _

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15 +J

Denga berlakunya Peraturan Daerah iniy, imaka peraturan
Daaral, Kabupaten Daerali Tiongkal IT Sarolangun Bangko
Nomor 02 Tahun 1980 Tentang Fenctapan: Pengaturan Izin
Lompat  usaha dan  pengaturan uang Jasa Daerah bagl
porusaliaan  industri  dan  perdagangan dalam Kabupaten
Daerah Tingkal II Sarolangun Bangko dinyatakan dicabut
dan Ltidak berlaku lagi ; : ot

pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Pe(athréhhﬁégrah iqi,
sepanjang mengenai pelaksanaannya ‘diatur.. lebih lanjut
oleh Bupati ; - '”&i'

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang dapat mgngetahu1,
memerintahkan Perundangan Feraturan Daerah ini dengan

1 peretapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin ;

Disahkan di : BANG K O.
Pada Tanggal =: 18 Desember: 2001.

BUPATI MERANGIN,

H. ROTANI YUTAKA, SH.
7 -
i
’ 4 :
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah i
Kabupaten Merangin ; .

féﬁgéal : 23 Januél."i.:200é .
Seri = C Nomor :43 H

Sekretaris Daerah

DRS. H.M. AZIZ YUSUF,MM

PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 010 055 981.- -
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15 ' J

Coanga Lar lakanya Peraluran Cuacrainn ind, maka peraluran
Coawnady Falbpaben Dacrale Tingial II Sarolangun Gaugbu
veeans - O Tahwaio 2780 Tenbany Fervtapan Pengaturan Izin
compd L Usahia dan puangalul an uany  Jasa  Daeralr  bagi
proiwsahaan  Iodustri dan pardagangan dalam Kabupaten
Cadrah TingKaio 11 Sarolangun Bangko dinyatakan dicabut
vail Lldak ber laku lagi

Pasal 16
tal-hal  yanyg  elum diablur dalam Peraturan Daerah i@i,
cepaingang mengénar peglaksanaannya diatur lebih lanjut
ol Bupati -

Pasal 17
TGrabluian Dacralh  inid mulai berlaku pada tanggal
Jirundangkes . Fiaget Hellap Ul any dapal mengelbahul ,

niemer Lntankarn Perundangasn feraburan Daerah ini dengan
ponclapannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Merangin ;

Disahkan di : BANGKO.
Pada Tangygal : 18 Desember 2001.

BUPATI MERANGIN,

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkén Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin

Téﬁgéal : 23 Januafi“éooé
Seri : C Nomor :43

Sekretarls Daerah

DRS. 1i.M. AZIZ YUSUF,MM .
PEMBINA UTAMA MUGA. ~

NIP. GlO 055 981. -




PENJELASAN UMUM
PERATURAN DAERAH KABUPAYEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2001 . ' ..
TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
% ;

)

] :
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1. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999
tentang Femaerintahan Dazrah, pada hakekatnya memberikan
kesempatan kepada Pemarintah Kaebupaten Khususnya Kabupaten
Merangin untuk lebtil berkonsentrasi dalam mewujudkan pembangunan
yang adil dan merata scsuai dengan kewenangan yang ada.

Kebijakan Femerintah Kabupaten Merangin untuk mewujudkan hal
dimaksud, salah satunya barupava memberikan pelayanan yang baik
mznyangkut pembesrian Izin Tempat Usaha (SITU) kepada setiap
orang atau badan hukum dalarm melakukan kegiatan usaha
perekonomian di Wilayah Kabupaten Merangin yang pada gilirannya
dapat memberikan kontribusi kepada Daerah _ berupa pajak,
relribusi  dan jasa serta memberikan jaminan kepastian hukum
terhadap koparcavaan masyarakat di Kabupaten Metrangin dalam
beruzaha.

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup Jjelas
pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup j=las
Pazsal ! Cukugp Joia.
Pasal Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 2 Pengaturan Pelaksanaan selanjutnya akan diatur
malalul Keputusan Bupati Merangin.
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Paszl 12 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas k2
Pesal 17 Cukup Jelas




